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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 96/DSN-MUI/IV/2015
Tentang

TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI /
ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI TUKAR

o A B

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa adanya paparan (exposure) risiko dalam mata vang asing
memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko
ketidakpastian pergerakan nilai tukar;

b. bahwa ketentuan dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan
prinsip syariah belum tersedia;

c. bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah
diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan
syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢, perlu ditetapkan fatwa tentang Transaksi Lindung
Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai
Tukar.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:
a. QS.al-Ma’idah [5]: 1:
ol g 30l
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
b. Q.S al-Isra’ [17]: 34:
o 3hes O aga &) gy 15T

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan

3

dimintai pertanggungjawaban ...

c. QS. al-Nisa’ [4]: 29:
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 2

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. QS. al-Hasyr [59]: 18:

&) iy 8 &a% L‘.wp_,ju)ws 1y231 15T 50 G g

B4las8 G % all
“Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

2. Hadis:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari
Yahya:

JﬂYj)ﬁoYu\Gp_avlu ﬁéiﬂya\bﬁj - o
Rasulullah s.a.w. menetapkan: “Tidak boleh membahayakan /
merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya
(kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya
(perbuatan yang merugikannya).”

b. Hadis Riwayat al-Hakim:
b ks ) les o5 e A o by 6
Bkl [ iy (Blsk 8 ShgE : R g uR
48y Eigs (5 Sy (SRS (15 B A8 3 —W;
o\>,4 5 ol bis Je Fmio &

“Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka
menasihati; ‘Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum
datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu
sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu
sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu’.” (HR. al-
Hakim, ia berkata : “Hadis ini adalah hadis shahih berdasarkan
syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun
keduanya tidak meriwayatkannya™.)
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 3

c. Hadis riwayat Ibn Hibban r.a.:

-

i 38 o5 86 ot g le B B e

[

-
° Ci

2

Seseorang bertanya kepada Rasulullah terkait untanya, apakah
saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian
bertawakkal (kepada Allah), Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Ikatlah untanya dan bertawakallah (kepada Allah).”

d. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn
Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi
s.a.w. bersabda: ’

5585 ekl Skl By Mg sy Laily (sl caly
SAE 136 g 1% eslgey 250 «Jig S &Ly Al 230

.LuU.: Qlfb“’u w{g;u [::ag}[;g.}i
“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan
garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis
serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu
Jjika dilakukan secara tunai.”
e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi
s.a.w. bersabda:

cumduggxwy}ym V) Ay ik CA 1225 Y
= PRI RV RN Jx W Y 33 G 1sasd
s G L«M /5
“Janganlah kamu menjual .emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian

vang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang
tidak tunai dengan yang tunai.” (HR. Muslim)

f. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari:

0208 o e B Lo g o2 2 s 3t of o5
Lalsd gy 1315 O S 155 A8 &As 15 EAG S

\

)
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 4

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Ciri-
ciri munafik ada tiga: 1. jika berbicara, ia bohong; 2. jika
dipercaya, ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar.”

. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,
Nabi s.a.w. bersabda:

ups ol W w1l ) Gueledd o s sl
\;s;,;f};igiy‘;&;gj.;&ﬂmﬁbj GL;uM’ AL

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

f

haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal
menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah Fikih:

0% &

A2 e s 3l O3 dsyl a3l g Y

z

Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.
oG
Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin.

G 5555 36T glay Aol

Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat.

Lkl g ,\,; 835 &£ Lkl slasd
(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila
syaratnya telah terpenuhi.

\hté &
A

o
. gs\
(t\.
2k
Cw

\
b

asliady by e Jo N

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan
mashlahat.

4 (,.<’> 453 isdiaddl wisg

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

atau
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 5

4. Pendapat Ulama:
o ok S8 Gal oS58 a1t 135 ¢ £ pUY) J0s
I Andal) slsl s ¢ 5l V) BB U s Wi
i e (g cndy e8I Tty A 2 VEYT
([oalt]

Imam Syafi’i berkata: “Jika dua pihak saling berjanji
(muwa’adah) untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka
boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu
pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut
(sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.”

a5 s aagly 3T AL A a o AT pis 23 J65
SO B ek ekt 35T SUDY sl g5 adll 2l
QUYL ey D o B 0N w15 A8 A
(£11-£70/V
Imam Ibnu Hazm berkata : “Muwa adah untuk bertransaksi jual
beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli
perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang
ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka
melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa adah
bukan jual beli.”
30 ol (i S R Besielih (o 180 Canlal M 1l @
Mo oAl g o LR ol was & ol Al
s o8 OB dalby G5 ) G 5w A 058 5K G
L6 33ia Y AW Al Al 30 wlal S A Gl Wil
([Y’/\/O] A IYYVY cg._a‘)yy\ @S

“(Akad sharf [pertukaran mata uang] yang timbul dari
muwa’adah tanpa dilakukan akad adalah fasad...), maksudnya,
tanpa dilakukan akad sharf lagi setelah muwa’adah; dalam arti,
para pihak menjadikan muwa’adah sebagai akad... Jika kedua
belah pihak berkehendak untuk melakukan akad sharf setelah itu
(muwa’adah), maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak
haram, boleh). Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain:
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96 Tranmsaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 6

‘Mari kita pergi ke pasar dengan membawa dirhammu. Jika
ternyata dirham milikmu itu bagus, maka kita melakukan sharf,
yakni kita melakukan akad sharf’ Pihak kedua (pihak yang
diajak bicara) pun menyetujuinya, maka hal itu tidak
mengandung bahaya (tidak haram, boleh).”

Memperhatikan  : 1. Rekomendasi I[jtima’ Sanawi (4nnual Meéting) Dewan Pengawas
Syariah di Jakarta, Tahun 2014 tanggal 08-11 Desember 2014;

2. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUV/I11/2002 tentang
Jual-Beli Uang (al-Sharf);

3. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 82/DSN-MUI/I11/2011 tentang
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa
Komoditi;

4. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XI1/2012 tentang
Janji (Wa‘d) Vdal-am Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;

5. Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (WGPS) Otoritas
Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional MUI, Mahkamah Agung

RI, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAl pada tanggal
18 Maret 2015.

6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis tanggal 12 Jumadil Tsani 1436 H./ 02 April 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  Fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-
Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lindung Nilai (al-Tahawwuth/Hedging) atas Nilai Tukar adalah
cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang
diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar;

2. Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging)
atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai
tukar berdasarkan prinsip syariah;

3. Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad)
yang bertujuan untuk lindung nilai;

4. Forward Agreement (al-Muwa'‘adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi
al-mustagbal) adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang
asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 7

dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada
saat itu;

5. Transaksi Mata Uang Asing secara Spor (selanjutnya disebut,
Transaksi Spof) adalah transaksi pembelian dan penjualan mata
uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya
paling lambat dalam jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman;

6. ‘Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana)
adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement
yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta
penyelesaiannya berupa serahterima mata uang;

7. ‘Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai
Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa
rangkaian Transaksi Spot dan Forward Agreement yang diikuti
dengan Transaksi Spof pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya
berupa serahterima mata vang;

8. ‘Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil’ah (Transaksi Lindung Nilai
melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai
dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (si/ ‘ah)
dalam mata vang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi
(sil’ah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah
terima mata uang pada saat jatuh tempo;

9. Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan
kegiatan pasar komoditi syariah;
10. Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedangan Komoditi yang

menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi;

11. Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi
dari Peserta Komersial;

12. Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang
komoditi;

13. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah surat
yang diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas
kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah;

14. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok
komoditi di pasar komoditi syariah;

15. Mata Uang yang Diterima adalah mata uang yang akan diterima
i oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi;
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 8

16. Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan
diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir
transaksi;

Kedua : Ketentuan Hukum
Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic
Hedging) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (al-hajah al-
massah) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad
1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat

menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut:

a. ‘Aqd al-Tahawwuth al-Basith;
b. ‘Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab; dan
c. ‘Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil ah;

2. Lindung nilai yang dilakukan dengan menggunakan akad
sebagaimana angka 1 di atas, berlaku ketentuan yang diatur dalam
fatwa ini.

Keempat : Ketentuan Mekanisme

1. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
dengan ‘Aqd al-Tahawwuth al-Basith adalah sebagai berikut:

a. para pihak saling berjanji (muwa ‘adah), baik secara tertulis
maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi
Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi
kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2)
jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar,
dan (4) waktu pelaksanaan;

b. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi
Spot (ijab-gabul) dengan -harga yang telah disepakati yang
diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

2. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
dengan ‘Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab adalah sebagai berikut:

a. para pihak melakukan Transaksi Spot;

b. para pihak saling berjanji (muwa ‘adah) untuk melakukan satu
kali Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang
yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang
diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau
perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 9

c. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi Spot
(ijab-qabul) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti
dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

3. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
dengan ‘Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil ‘ah adalah sebagai berikut:

Mekanisme 1:
a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung
nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas
sil ‘ah di Bursa Komoditi Syariah;

b. Para pihak melakukan dua transaksi si/ ‘ah secara berurutan:

Transaksi Pertama:

1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata
uang asing melakukan pemesaﬁan sil’ah dan berjanji
(wa’d) untuk membeli sil’ah tersebut secara tunai,
bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam
mata uang yang diserahkan;

2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli sil’ah
secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi
dalam mata uang yang diserahkan;

3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan
yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi
Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi
Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;

4) Konsumen Komoditi membeli si/’ah dari Peserta
Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam
mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya
dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai
kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen
kepemilikan;

5) Konsumen Komoditi menjual sil’ah secara tunai
kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang
yang diserahkan;

Transaksi Kedua:

1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan
kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk
membeli si/’ah secara tunai dalam mata uang yang
diserahkan;

2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial
mewakili Konsumen Komoditi membeli si/'ah secara
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3)

4)

5)

6)

tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam
mata uang yang diserahkan;

Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan
yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi
Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi
Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;

Peserta Komersial membeli si/’ah dari Konsumen
Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata
uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan
secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan,
dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;

Peserta Komersial menjual si/’ah secara tunai kepada
Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang
diserahkan; '

Konsumen Komoditi menerima mata uang yang

diterima dari Peserta Komersial dalam rangka
menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan
menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada
Peserta Komersial.

Mekanisme 2:
a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung
nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas
sil ‘ah di Bursa Komoditi Syariah;

b. Para pihak melakukan dua transaksi sil ‘ah secara berurutan:

Transaksi Pertama:

Y

2)

3)

4)

Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata
uang asing melakukan pemesanan si/’ah dan berjanji
(wa’d) untuk membeli si/’ah tersebut secara tunai,
bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam
mata uang yang diserahkan;

Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli sil’ah
secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi
dalam mata uang yang diserahkan;

Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan
yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi
Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi
Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;

Konsumen Komoditi membeli si/’ah dari Peserta
Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam
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96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 11

mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya
dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai
kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen
kepemilikan;

5) Konsumen Komoditi menjual sil’ah secara tunai
kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang
yang diserahkan;

Transaksi kedua:

1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan
kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk
membeli sil’ah secara tunai dalam mata uang yang
diterima; _

2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial
mewakili Konsumen Komoditi membeli si/’ah secara
tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam
mata uang yang diterima;

3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan
yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi
Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi
Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;

4) Peserta Komersial membeli sil’ah dari Konsumen
Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata
uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan
secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan,
dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;

5) Peserta Komersial menjual sil’ah secara tunai kepada
Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang
diterima;

6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang
diterima dari Peserta Komersial dalam rangka
menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan
menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada
Peserta Komersial.

Kelima : Batasan dan Ketentuan
Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku
batasan dan ketentuan sebagai berikut: :
1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh
dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan);

: /
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia W’




96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar 12

2. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh
dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi
risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang
asing yang tidak dapat dihindarkan.

3. Hak pelaksanaan muwa adah dalam mekanisme lindung nilai tidak
boleh diperjualbelikan;

4. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat
dilakukan untuk mengurangi risiko atas:

a. Paparan (exposure) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan
Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing
yang tidak seimbang;

b. Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul
dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berupa (i) Perdagangan
barang dari jasa di dalam dan luar negeri; dan (ii) investasi
berupa direct investment, pinjaman, modal dan investasi
lainnya di dalam dan luar negeri.

5. Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah
antara lain:

a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai
penerima lindung nilai dari LKS;

c. Bank Indonesia;

d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;

e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

6. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat
saling berjanji (muwa ‘adah);

7. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang
pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (full commitment).
Penyelesaian transaksi dengan cara mugashshah (netting) hanya
diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (roll-over),
percepatan transaksi (roll-back), atau pembatalan transaksi yang
disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.

Keenam : Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian
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sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketujuh ¢ Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 J. Tsani 1436 H
02 April 2015M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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